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BUPATI SITUBONDOQ

PERATURAN
BUPATT SETURBOND(Q
NOMOR &7 TAIHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKFPD)

KABUPATEN SITUBONDO TAIIUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RUPATI SITUBONDO,

. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Mencogah Daerah (RPIMD)

Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 sebuyaimana ditetapkan dalam
Feraturan Daerah Kabupaten Situbonde MNMomor 1 Tahum 2006
merupakan dokumen percncanaan jangka menengah yang perlu
dijabarkan dalam rencana jangka pendck tahunan dalam rangka
merealisasikan target kinesja Tahun 201 1;

. bahwa gura maksud sebagaimana hurul a kemsideran ini, dipardang

perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemeriniah
Daerah (RKPD) Kabopaten Silubondo Tahun 2011,

- Undang-tnding Nomor [2 Tahun 1950 tenlang Pembentukan Daerah-

dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timer {1.embaran
Negara Hepublik Indonesia Tabun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Nepara Republik [ndonesia Nomor 9 dan Berita Negara
Republik Indonesia Tahan 195¢ Nomor 41);

. Undang-Undang Nommor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaramn Negara

yang Bersih dan Bebss dari  Korupsi, Kolusi dan  Nepobsme
(Lembaran MNegara Republik Indoncsia Tahun 1994 Nomar 75, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomar 3851);

. Undang-Undang Numor 25 Tahun 2000 (entang Program Pembangunan

Nasional (L.embaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2000 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaer 3952);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

[Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2003 NMomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undany-Tindang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberwlaharaan Negarn

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4355):

. Undang-Undang Nomor 10 Tahum 2004 tentng Pembentukan eraturan

Perundang-undangan (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 33, Tambahsm [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 ),
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10.

tl.

12.

14.

15,

16G.

17.

18

Undang-Undang Nomar 15 Tahun 2004 tcntang [Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuzngan Negara (.embaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomer 66, Tambahan Lembaran Negara
Repuiblik Indonesia Nomor 4400);

Undanp-Undang Nomor 25 Telun 2004 tentang Sisiern Perencanaan
Pembangunan Nasionad ¢L.cmbaran Negan Republik fndonssia Talnn 2004
Nomor 104, Tambahan Lombarsm MNegara Republik  Indonesia
Momor 4421,

Undang—Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzhan Daerah
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2004 Momar 125, Tambahan
mmnmnmmmwumﬂ@mm
diubah dengan Undanp-Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang. Perubahan
Kedua Aias Tndang-Undang Momor 32 Tahun 2004 {entang Pemerinishan
Daerah {I crbaran Negare Republit Indonesia Tahun 2008 Notwor 59,
Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 Lergang Permmbanpan Keyangan
antara  Pemermtahan Pusat deogun Pemerintah Daerah (T.embaran
Megara Republik Indunesin Tabun 2004 Nomor 126, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Talnm 1972 temtang Perubahan Nama
dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daersh Panarukan {Lembaran
Negara Ropublik Indonesia Tahun 1572 Nomor 38);

Peraturan  Pemerintah Nomar 7 Tahun 2005 tenlang Repcana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2000 {Lembaran
Negers Republlkk Indonesia Tahun 2005 Nomor 2}, ‘Fambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4481);

- Peratiran Pemerintah Nomer 24 Tubus 2005 tendang Standar Akundome

Pemerintahan (Lembaren Megara Republik Indonesia Tohun 2005 Nontor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomwor 4503):;

Peraluran  Pemerintah Nomor 58 Tghun 2005 tentang  Pengelolaan

Kevanpan Dacesh (Lembaran Nepara Republik Indonesin Tahuen 205
Nm!ﬂ,?mtdmlmﬁmmﬁegmawmm

Peruluran Pemerimah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawsasan Penyelenpparaan  Pemerimsh  Daoerah
(Lewberan Nepara Republik Indomesia Tabun 2005 Nomor 165,
Tambaban Lembaran Mepara Republik Indonesia Nomor 4593);
Petaturan Pemeriniah Nomor 8% Tahun 2006 lertong  Polaporan
Keuangan dan Kinetja lnstansi Pemerintah ( Lembaran MWegara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Fembaran Mepara
Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2047 tentang Laporan
Penyelenggarann Pemerintahan Dacrah kepeda DFRD, dan Informass
Laporan Penyclengyarsan Pemerinthan Draerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lernbraran Negara Republik indonesia Nomoar A3y,
Peratiran Pemerintah Nomor 38 Tatun 2007 tentang Pembegian Unisan
Pemennizhan antara Pemerintsh, Pemerimtzh  Dacssh Provinsi, dan
Pemcrintah Daerah Kabupeten/Kotn (Lembaran Negara Bepublik Indoncsia
Tahun XX¥7 Nomor 32, Tambahay Lembaran Negara Republik Indonesia
Naomaor 4737);
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19, Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tclah diubah
dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tenlang
Perutuhan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaw 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Penpelolaan Keuangan Pracrah:

20. Prraturan {aerah Kabupaten Situboado Nomor ! Tahun 200§ tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMDY) Kabupaten
Sttubondo Tahun 2006 — 2010 {Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo,
Seri A Nomor 1) sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Stubondo MNomor 4 Tahun 2009 tenlang Perubahan Atas
Peraturan Daersh Kabupaien Situbondo Nomor | Tahon 2006 1eniang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {(RPIMID) Kabupaten
Situbondo Tahun 2006 — 2010 {Lembearam Duerah Kabupaten Situbondo,
Talum 2009 Nomaor 4},

21. Peraturan Daerah Kabupatern Situbonda Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemenniah Dacrah Kabupaten Situbondo (Lembaran Decrsh
Kebupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi din Tata Keria Lemhapa Teknis Dasrsh Kabupaten
Sinibomdo ;

23, Peraturan Bupati Siubondo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Uraian
Tupgas dan Fungsi Badan Pcrencanaan Pembangunan Dacrah Kabupaten
Situbondo.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANGC RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2011.

Fasal |1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud denyan -
1. Pemerintah adalah Pemerinlah Pusat,
Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
Bupati adalah Bupati Situbondo.
Dewsn Perwzkilgn Rakyat Daerah yang selenjutnya disirgkst DPRD
adalah Dewan Perwakilon Rakyat Dacrah Kabupaten Situbondo.
é. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Kabupaien Situbondo

Tahun 2006-2010, yang selanjumya disinelkat RPIMD adalah dokumen
perencanaan pembengunan daerah unok periode 5 (lima) tahun.

7. Remwzuna Pembangenan Janpka Menengak Satman Kerja Petangkat
Dmezreh, yang sclanjuinya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen
perencanuan Satan Kefja Perangkal Draerah vmwuk periode 5 (fhoer)
tahun terhitung sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010, den mesa
ransisi i Fahun 2011,

8. Rencamz Pembangunen Tabunan Daerah, yang selanjutnya disebut
Remcana Kerja Pemerintah Daerah vang disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan untuk periode } (satu) tahun.
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9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Ketja Peranpkat Dacrah yang
selanjutiya dizebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkal Daerab yang
dsingkat Renja-5KPD adalah dokumen perencenmaan talunan Satuan
Kerja Perangkat Dacrah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2011 merupakan dokumen perencanaan pembangunan dacrah
Kabupaten Simbondo dalam janoka wakiu Y {zatu) tahon vang dinmlal pada
mgual 01 Fanuari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 3

RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
penjabaran dari RPSMED Kabupaien Situbondo Tabun 2006-2014 vang bexisi
program-program  prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerimtah
Digerah mavpun dengan dukungan pembisysan dari Pemeriniah, Pemerintah
Fropinsi maupun ditempuh dengan mendirong partisipasi masyarakat.

Fasal 4
(1) REI'D» Tahun 2011 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun
dergnr sistemahkes sebapm beriloat -
BABI Pemlahufuan
BABRIE Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tatum 2009
BABIN Rancangpan Kerangka lkonomi Daerah Beserta
Kerangka Pendanaasn
BAR Prioritas dan Sasuren Pernbangrunan Peerah Talnm
2011
BADB Y Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Naerah
RAR VI Penutup

(2) Uramn secara rinct RKPTY Telwn 2011 schapaimana dimakd pada
ayat (1) dimuat dalam Lampiran dan menpakan bagian yung idak
terpisahkan dar Peraturan Bupati ini,

Pazat &
RKPD} Tahun 2011 sehappimana dimsksud dalam Pasal 2 digunakan
schagai
1. Pedoman hag Satman Kera Perangkat Daernh di Lingkungan
Pemerintah Dasrah dalam menyvsun Renja-SKPLD.
2. Pedomun bagi Pemerintah Daerah dalam menynson  Rancangan

Angearan dan Pendapatan Daerah (RAPBIDY) Kabupaten Sitsbundn
T'ahun Anggaran 201 1.

Pasal &

Dralam rangka menyusun RATBID sebugaimana dimaksixd Pasal 5 anpka 2

1. Pemeriniah Duersh menggunakan RKPD Tahue 2011 sebopai bahan
pembshasan Kebyjakan Umpnm APBD [KHA) scria Prioritss dap
Plafon Angparan Sementara (IPI'AS) dengan DPRD.
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2. SEPD & linglamgan Pemcrintah Daerah menggunakan RKFD Tahun
2011 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran-Satuan
Kerja Perangkat Dacrahk (RKA-SKPI).

Passl 7
Pcratursn Bupati ini mulai berloku pada tanggal diundangkan,

Apar setiap osang dapat mengetahuinya, memenimahkan pengundangan
Peraturan  Bupath m  dengan  penempatarmya dalam Berita  Daersh
Kabupaten Situbonda.

Diundangkan di Situbondo
padatanggat [ 7 L1y 2510

Ph. SEKRETARIS DAERARH
KABUPATEN SITUBONDO,

Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM
Femhbine Utama Mudz
NIP. 19570104 198343 1914

BERITA DAERAH KABUPATEN SITURONIDMG TAHUN 2010 NOMOR 6?



